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BAB V 

PENUTUP 

 
 

5.1 KESIMPULAN 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa 

putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. yang 

menyatakan bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah dan telah memenuhi 

unsur Pasal 340 KUHP adalah tidak tepat. Hal itu dikarenakan penulis berpendapat bahwa 

dalam pertimbangannya, hakim kurang cermat dalam menelaah sistem pembuktian dan fakta-

fakta hukum dalam membuktikan kesalahan terdakwa, yang akan disimpulkan sebagai 

berikut: 

Pertama, dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa, 

“Hakim dapat menggunakan circumstansial evidence atau bukti tidak langsung, selama 

terdapat persesuaian antara alat-alat bukti atau fakta-fakta hukum lainnya yang dapat 

menimbulkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.” 

 

Sejalan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif/Negatief Wettelijk 

Stelsel yang dianut oleh KUHAP, belaku asas minimal pembuktian yaitu dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan hakim. Apabila merujuk kepada alat-

alat bukti yang sah pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, circumstansial evidence atau bukti tidak 

langsung tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah. Sehingga hanya 

dipergunakan sebagai bukti pendukung atau penguat dari alat bukti lainnya serta tidak 

memiliki nilai kekuatan pembuktian dan hanya untuk membantu hakim dalam memperoleh 

keyakinannya. Penulis berpendapat bahwa terdapat kekeliruan atas penggunaan istilah 

circumstansial evidence atau bukti tidak langsung dalam pertimbangan hakim. Apabila 

dikaitkan dengan alat-alat bukti pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis berpendapat bahwa 

pengertian istilah circumstansial evidence atau bukti tidak langsung yang dimaksud oleh 

hakim dalam pertimbangannya adalah alat bukti petunjuk. Hal ini sejalan dengan pengertian 

circumstansial evidence atau bukti tidak langsung yang merupakan bukti yang didapatkan 

dari kesimpulan yang ditarik dari rangkaian fakta-fakta. Lain halnya dengan pengertian alat 

bukti petunjuk yang merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang saling 

bersesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana yang 

terjadi. Apabila melihat dua pengertian di atas, dalam circumstansial evidence tidak 
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memerlukan suatu persesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sedangkan 

dalam alat bukti petunjuk diperlukan suatu persesuaian antara fakta yang satu dengan fakta 

yang lain. Sehingga penulis berpendapat bahwa istilah circumstansial evidence atau bukti 

tidak langsung yang dimaksud oleh hakim dalam pertimbangannya adalah tidak tepat. 

Selain itu, dalam membuktikan kesalahan terdakwa dikaitkan dengan pembuktian 

terhadap unsur “sengaja”, terdapat kekeliruan terhadap penerapan alat bukti. Fakta-fakta 

hukum yang diuraikan di persidangan yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam 

membuktikan unsur “sengaja” pada dasarnya hanya diperoleh dari circumstansial evidence 

atau bukti tidak langsung, tanpa disertai dengan alat-alat bukti yang sah lainnya. Hal ini 

terlihat bahwa pada dasarnya terhadap fakta-fakta hukum yang dimaksud tidak dapat 

menunjukkan perilaku atau perbuatan terdakwa jelas, konkrit, dan nyata yang menghendaki 

maupun mengetahui bahwa perbuatannya akan menyebabkan hilangnya nyawa korban. 

Selain itu, walaupun fakta-fakta hukum yang ada diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, 

petunjuk, dan keterangan terdakwa, namun alat-alat bukti tersebut bukan merupakan alat 

bukti yang sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Hal ini dikarenakan bahwa 

terhadap bukti yang diajukan tidak secara langsung menjelaskan atau menunjukkan terjadinya 

perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan instrumenta delicti racun oleh terdakwa, tidak 

secara langsung menunjukkan kesalahan terdakwa, serta tidak terdapat persesuaian antar satu 

fakta denga fakta lainnya, maupun antar alat-alat bukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, 

penerapan circumstansial evidence atau bukti tidak langsung serta pertimbangan hakim yang 

menyatakan bahwa unsur “sengaja” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 

adalah tidak tepat. 

Kedua, dalam membuktikan pasal 340 KUHP yang merupakan delik materiil, 

hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban 

merupakan unsur utama yang harus dibuktikan. Dalam pertimbangan hakim disebutkan 

bahwa: 

“Dalam hal mengungkapkan fakta terhadap kematian seseorang setelah memakan atau 

meminum yang telah diberi, misalnya arsenik atau natrium sianida, hakim akan 

menggunakan teori generalisir dan individualisir. Menurut teori generalisir dalam 

penghitungan yang layak, maka yang mengakibatkan matinya seseorang adalah arsenik 

atau natrium sianida. sedangkan menurut teori individualisir, maka harus diteliti lebih 

lanjut berapa kandungan arsenik atau natrium sianida dalam makanan atau minuman, dan 

apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan kematian atau ada hal lain yang 

mengakibatkan kematian.” 

Penulis berpendapat bahwa ajaran kausalitas yang tepat untuk digunakan hakim adalah teori 

individualisir, dimana dalam menentukan penyebab kematian pada korban adalah dengan 
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melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan dilakukan, dan kemudian mencari satu 

syarat yang paling dominan menentukan timbulnya suatu akibat. Penulis berpendapat bahwa 

dalam pertimbangannya, secara tidak langsung terlihat bahwa hakim menitikberatkan 

pembuktian kandungan sianida dimana dapat berarti bahwa hakim hanya merujuk pada 

natrium sianida sebagai penyebab kematian korban. Sedangkan sebelum dilakukannya 

analisis lebih lanjut mengenai kandungan natrium sianida, hakim seharusnya terlebih dahulu 

mempertimbangkan syarat-syarat lain yang memungkinkan sebagai penyebab timbulnya 

akibat. Selain itu, dalam melakukan penilaian terhadap syarat paling dominan yang 

menentukan timbulnya suatu akibat dapat diperoleh melalui penilaian menurut Ilmu 

Kedokteran Forensik.   

Penulis berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dalam membuktikan hubungan 

kausalitas dalam perkara yang dimaksud. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa 

terhadap hasil pemeriksaan empedu, hati, dan urine, hanya terdeteksi kandungan kafein dan 

tidak terdapat kandungan natrium sianida. Pemeriksaan juga tidak dilakukan terhadap 

keseluruhan organ lambung, hati, ginjal, jantung, dan jaringan lemak bawah perut dan otak. 

Sedangkan menurut ilmu kedokteran, pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh harus 

dilakukan dalam menentukan pemeriksaan racun pada seseorang yang telah mati. Sehingga 

penulis berpendapat jika kebenaran atas kandungan sianida pada tubuh korban tidak dapat 

dipastikan secara tepat dan pasti, maka hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa 

Jessica dan kematian Mirna tidak terbukti. Dalam hal ini, pertimbangan hakim yang 

menyatakan bahwa penyebab kematian pada korban dikarenakan sianida adalah tidak benar 

dan bahwa unsur “merampas nyawa orang lain” seharusnya tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan. 

Ketiga, setelah membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat, 

pembuktian selanjutnya dilakukan terhadap unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam 

pertimbangan hakim disebutkan bahwa: 

“Langkah awal untuk membuktikan unsur sengaja adalah dengan mengetahui terlebih 

dahulu apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, atau dapat disebut 

motif.” 

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan tersebut tepat karena sesuai dengan pengertian 

istilah motif itu sendiri, yaitu merupakan alasan atau penyebab seseorang melakukan atau 

tidak melakukan suatu perbuatan yang dilanggar atau diwajibkan dalam KUHP. Pada 

dasarnya, motif tidak termasuk ke dalam unsur “sengaja” pada pasal 340 KUHP, sehingga 

hanya dapat digunakan hakim untuk membantu dan mendukung dalam memperoleh 
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keyakinannya dan tidak digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur 

sengaja. Terhadap pertimbangan hakim yang menilai motif dari fakta-fakta hukum yang telah 

diuraikan di persidangan, penulis berpendapat bahwa penilaian yang dimaksud didasarkan 

pada keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu. Penilaian terhadap motif oleh 

hakim didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh suami korban Mirna yang 

didengarnya dari korban selama korban masih hidup, dimana keterangan tersebut bukanlah 

sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi yang 

demikian pada dasarnya tidak termasuk ke dalam alat bukti yang sah dan tidak memiliki nilai 

kekuatan pembuktian. Hal ini sejalan dengan pengertian alat bukti keterangan saksi pada 

pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dapat digunakan 

dalam persidangan yaitu keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penilaian motif oleh hakim hanya didasarkan pada alat bukti yang tidak sah dan tidak 

memiliki nilai kekuatan pembuktian, dimana penilaian yang dimaksud adalah tidak tepat dan 

pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk membantu hakim dalam memperoleh 

keyakinannya dalam membuktikan unsur sengaja. 

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pada 

dasarnya unsur “sengaja” dan “merampas nyawa orang lain” pada pasal 340 KUHP tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, terdapat kekeliruan dalam penggunaan 

circumstansial evidence atau bukti tidak langsung dan dalam penilaian terhadap motif yang 

dilakukan oleh hakim. Sehingga, penulis berpendapat bahwa dalam pembuktian perkara 

pembunuhan berencana dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso masih terdapat unsur 

keraguan yang beralasan terhadap kesalahan terdakwa. Yang mana masih terdapat unsur 

keraguan yang beralasan, maka seharusnya hakim menerapkan asas in dubio pro reo, yang 

berarti bahwa jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang 

menguntungkan terdakwa. 

5.2 SARAN 

Bahwa dalam melakukan pembuktian terhadap kebenaran materiil, seharusnya hakim 

lebih cermat dalam mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti sehingga kesalahan 

terdakwa dapat terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, walaupun dalam asas 

minimum pembuktian disebutkan bahwa keyakinan hakim merupakan unsur penting dalam 

menjatuhkan pidana terhadap seseorang, seharusnya keyakinan hakim didapatkan secara 
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rasional dan sesuai baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, 

maupun teori-teori yang berkembang dalam praktiknya. Keyakinan hakim yang didapatkan 

dengan cara tersebut pada dasarnya akan mencegah kesewenang-wenangan hakim dalam 

memutus perkara. Mengingat bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang membawa nestapa 

bagi orang yang menerimanya, maka harus dipastikan bahwa tidak terdapat keraguan dan 

kesalahan terdakwa benar dapat terbukti secara sah dan meyakinkan. 
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